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Kejati Usut BPN Gianyar
KEIATI Bali mengakui saat ini telah mengusut pihak BPN

Gianyar terkait dugaan korupsi lahan di Jalan Bypass IB Man-i
tra. Hal itu diakui Kasipenkum Kejati Bali, Ashari Kumiawan.l

Menurut Ashari, saat gelar perkara yang melibatkan parq
ahli, ada kesimpulan peran BPN Gianyar dalam kasus ini.l
"Hasil gelar perkara atau exposesan ini yang menjadi lan-l
dasan pimpinan nlemerintahkan tim Iaksa untuk mengu-l
sut, mendalami peran BPN. Termasukmengungkap perar{
BPN dalam kasus ini,'' ungkap
Ashari kemarin.

Dia mengatakan, memang
untuk tersangka sudah ada
empat orang. Namun posisi
kasus ini menunjukkan keter-
libatan dari pihak BPN yang
cukup sentral, lantaran serti-
fikat yang awalnl'a milik prib-
adi kemudian keluar sertifikat
milik negara, malah muncul
lagi sertifikat milik pribadi.
"Janggalnya kenapa BPN baru
habis mengeluarkan sertifi kat
menjadi milik negara, rnalah
mengeluarkan sertifikat milik
pribadi. Peran ini 1'ang diusuti'
ungkapnya.

Seperti halnya berita sebel-
umnya, Kasus dugaan korupsi
menjual aset negara nremasu-
ki babak baru. Ada empat ter-
sangka yang sebelumtrya yang
ditetapkan, sudah terkuak
nama - namanya. Bahkan
hasil gelar perkara beberapa
hari lalu, tiga ahli rhenyatakan
pihak BPN mestinya menjadi
tersangka..

Ernpat tersangka yang su-
dah ditetapkan adalah Wayan
Bawa yang kerap disebutkan
namanya BW. Dia malah su-
dah menjadi tersangka sejak
tahun 2011. Tiga tersangka ini
adalah Kades Keramas yaitu
I Gede Wayan Bisma, dengan
peran menandatangani surat
pernyataan penguasaan tanah,
dengan posisi mengetahui. Yang
membuat adalah Bar,r'a, namun
Kades Bisma hanya merrgetahui.
Kernudian tersangka ke tiga ada-
Iah I \Vavan Sudiasa Kadus Palak,
Desa Keramas dan tersangka ke
empat adalah I Made Surna,
juga seorang Kadus Palak, Desa
Keramas. Surna beda periode
dengan Sudiasa. Dua Kadus
ini, hanya ikut sebagai saksi
dalam proses surat pengua-
saan lahan ini. (art/yes)
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Karangasem Belum Ambil Pusirlg
I PAJAI(... Sementara itu, Pemkab Bangli juga tidak ada

masalah jika perizinan maupun pajak galinn C
diarnbil alih provinsi. Sebab, selama ini Perftkab
Bangli tidak memiliki perda soal izin madpun
pajak pertambangan. Menurut Kepala Baf,ian
Sumber Daya AIam yakni Made Ari Pulasaril ter-
dapat lg lokasi tambangyang tersebar di witfyah
Kintamani dan semuanya tidakmengantongilizin.

"Kami tidak memiliki perda galian Ci' atu{Ari.
Lokasi pertambangan galian C tersebut a4tara

lain tersebar kebanyakan di Desa Songan, BBtur,
serta Yeh Mampah. Sejauh ini tidak ada tindakan
tegas, melainkan sebatas sosialisasi kepada para
pengr.rsaha dan juga para pekerja agar melar:ang
menggunakan alat berat, narnun saat ditelqsuri
masih banyakyang menggunakan alat berat.

"Saat ini para pengusaha tambang ada beber-
apa )'ilng diperiksa oleh Polda Bali. Dulqnya
sempitt dilakukan penindakan aparat kepolihian
dan sernpat berhenti, tapi hanya seminggu saja,
lalu lanjut lagi," jelasnya

Sementara Sekkab Bangli IB Giri Putra dikon-
firmasi terpisah mengatakan, dulu sempat ada
aturan di Bangli yang memperbolehkan per-
tarnbangan. Rata-rata hampir semua tertib flan
meng:lntongi izin usaha pertambangan (I{ffP),
hanya saja izin tersebut tidak diperpanjhng
hingga aturan pertambangan dihapus. Sejpuh
ini, Pemkab Bangli hanya melakukan pemr{ng-
u ta n retribusi pada kendaraan truk penganlgkut
pasir. (kadek mertawan/zulfika rahman/1,6.1
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Masakpajaknya di sana, izinnya di sini," kata
Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Daerah Bali Ida Bagus N{ade Parwata kepada
koran ini Rabu lalu (2319).

Meski demikian, Pemkab Karangasem belum
ambil pusing. Pasalnya, pajak usaha pertamban-
gan itu tetap masuk ke Pemkab Karangasem.
"UU tersebut sebatas mengatur pengeluaran
izin. Termasuk tanggungjawab kerusakan juga
ada di provinsii' tandas Kepala Bagian Ekonomi
Setda Karangasem, I Wayan Sutrisna;

Ditemui terpisah, Kepala Dinas Pendapatan
Karangasem, I Nengah Toya juga menyatakan,
UU 23/2614 tak meimengaruhi pendapatan ka-
bupaten Karangasem. "Kecuali gda aturan baru,
pajaknya masuk ke provinsi, baru (Karangasem)
merugi. Sampai sekarangmasih tetap masukke

' daerahisarnbung Toya.
Toya pun merinci, lebih dari 60 persen pajak

di Karangasem, disumbangkan sektor galian
C. Itu terjadi hampir setiap tahun. Termasuk
pajak tahun 2014. Dari realisasi pajak sebesar
Rp f 35 miliar, sebesar 62 persen disumbang-
kan pajak galian C. Untuk PAD (Pendapatan
Asli Daerah) tahun 2014, sebesar 34 persen
dari realisasi PAD sebesar Rp 239 miliar, be-
rasal dari galian C. "Sisanya, ada pajak hotel
dan lain sebagainya," pungkas Toya.

Pajakladi Rebutan
PERALIIIAN kewenangan dalam perizinan

sejumlah urusan bidang ESDM ini tampalor-
ya bakal pelik. Sebab, Provinsi Bali juga tidak
mau hanya sebatas memiliki kewenangan
dalam perizinan dan pengawasan, tapi juga
g,oaf pajaknya. Padahal, untuk Karangas-

em, pajak galian C merupakan salah satu
pendapatan utama karena memiliki porsi
sampai 60 persen dari PAD-nya.

"l\Iestinya, UU Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah diubah juga +

) Baca Pajak... Hal31

Radmn ffiailil
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Pelimpahan Urusan ESDM
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DEI\IPASAR- PenetapanUU23tahun2Ol4
yang diubah menj4di UU Nomor 9 Tlntl:n
2015 tentang Pemerintah Daerah sebagai
pengganti UU Nomor 32 tahur 2004 bakd

Kepala Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Daerah Bali Ida Bagus Made
Parwata kepada koran ini Rabu lalu
(2319) mengatakans

) Baca Provinsi... Hal 31
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personel, prasarana dan sara-
na serta dokumen (P3D).

"Di SE Mendappi menjelaskan,
dalam masa transisi peralihan,
itu pelalanan izin-rrya masih tetap
dilakukan instansi sebelumnya.
Yaitu, tetap di kabupaten/kota.
fuga ada surat Pak Sekda menge-
nai hal inij' temngrrya.

Disinggung bahwa pemerin-
tah kabupaten /kota tidak berani
mengeluarkan izin galian C dan
air tanah lagi, dia menegaskan
bahwa UU 2312012 baru berlaku
2 Oktober 2016 mendatang.
"fangan sampai ada kevaku-
man pelayanan di masyarakat.
Mestinya, tetap bisa dilayani di
kabupaten/kota," tegasnya.

Kepala Dinas PU Bali Nyo-
man Astawa Riadlr fllftep6.-u-
si terpisah mengakui, pelimpa-
han kewenangan beberapa izin
di bidang ESDM tentu akan
menambah beban kerja di
instansi yang dipimpinnya. Se-
bab, sekalipun tidak mengelu-
arkan izin, untuk rekomendasi
kegiatan galian C dan air tanah

tetap pada Dinas PI-[ Selain itu,
untuk pengawasahnya juga
akan dilakukan Dinlas PU Bali.

"Dinas PU dan IILH akan
memberikan rekomendasi,
karena sebagai inatsnsi teknis

proses peralihan kewenan-
gan perizinan di bidang ESDM,
di antaranya mineral bukan
logam dan batuan alias galian
G; air tanah, izin pembangk-
itan listrik dan lainnya, saat
ini sedang proses pembuatan
Peraturan Guberntr (Pergub)
rr.rengenai kewenangan pe-
layanan perizinan di provinsi.
''Saat ini proses pembuatan

Peigubnya masih cli Biro Hu-
kirn," terangdia. Tanpa adanya
rdgr.rlasi mengenai p elimpahan
kerlenangan di bidang perizin-
an kepada Kepala IIPMP Bali,
dia mengaku tidak bisa me-
I{yani pengajuan izin galian C
mdupun air tanah dan izin-izin
l*niya yang kewerrangannya
dilimpahkan ke provinsi ber-
dasarkan UU 23/2014. Karena
itir. proses izin mestinya tetap
dilakukan di kabupaten/kota
nlasing-masing, sampai ada
pglimpahan penganggarax,

kota soal peralihan kennrenangan
ini. IGtanya setidaloya dalam SE
Mendagri, ada pelimpahan P3D,
yaitu personel, pertrbiayaan,
hingga dokumenpada 3l Maret
20 I 6 mendatang, dad 2oktober
2016 pelimpahan k{,venangan
sudah selesai aan P-4vlh3iyang
menjalankan. :

yang membidangi. $elain i.tu,
kami juga bertug{s menga-

IGta dia dalam masd ransisi ini,
Dinas PU Bali suda{mengum-
pulkan Dinas PU di liabupaten/

Cuma Astawa mengakui, seti-
daknya akan ada persoalan
mengenai personel. Dialrui, da-
lam pelirnpahan untuk bidang
ESDM ini tidak ada kewajiban
pelimpahan persone[, berbeda
dengan pelimpahanl di bidangdengan pelimpahanl di bidang
lain, misal di pendidikan di

Beltrm Siilp,Tolak

)rangAjukan lzin
j+nouilst...
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mana guru SMA/SMK juga
dilimpahkan sepenuhnya ke-
padaprovinsi. Dia berharaP, ka-
bupaten/kota juga bisa menYer--

ahkan tenaga teknis yang mem-
bidangi ESDM ini bisa dilimPah-
kan juga ke provinsi.

"Kami kelabakan juga dengan
aturan ini. Kami juga belum
hitung berapa butuh personeli'
terangnya.

Kabid ESDM Dinas PU Bali
Putu Gede Budiana menam-
bahkan, bidang ESDM Yang
akan menjadi potensi Pelayanan
di provinsi Bali tidak hanya air
tanah dan galian C. Iuga akan
mencakup pengeboran, cekun-
gan, hingga ketenagalistrikan.
Apalagi, Bali juga memiliki be-
berapa pembangkit listrik di luar
milik PLN, seperti mikrohodro,
PLIS, bahkan hotel-hotel ban-
yak menggunakan genset.

"Bahkan, beberapa waktu
lalu dari Coca Cola sempat
ajukan izin. Tapi, kami belum
bisa, karena peralihannya be-
lum tuntas," terangnya.

Budiana pun mengakui, yang
menjadi persoalan adalah
mengenai personel. Dikatakan,
Bidang ESDM hanya memili-
ki masing-masing satu ahli di
bidang geologi, tambang, sipil
dan a$itelcu Bahkan, para ahli
ini menjabat sebagai kepala selsi
semu4 dan termasuk dia sebagai
ahli geologi. Sedangkan tidak ada
staf di masing-masing seksi lang
memiliki keahlian khusus dalam
bidang tertentu. Tiga seksi itu
adalah Seksi Pertambangan dan
Geologi yang membidangi mas-
alah air tanah dan pertambangan,
Seksi Energi yang membawahi
soal ketenagalistrikan, dan Selai
Perencanaan dan Pengawasan.
Padahal, kalau pelimpahan ke-
wenangan seluruh kabupaten/
kota di Bali dilakukan, kata di4
maka calcrpan pengawasan dan
pelayanan juga akan lebih luas.

"Di Bali ini ESDM hanya sebuah
bidang. Di provihsi lain, rata-rata
sudah dirns tersendiri. I(alau bisa,
ada dinas tersendiri untrk ESDM
ini, atau seperti fogja itu Dinas PU
dan ESDM| terangnya.

Maka, diapun berharap kalau
ada pelimpahan kewenangan
di bidang ESDM ke provinsi,
maka ada pelimpahan juga

personel, selain perlu adanya
rekrutmen tenaga baru melalui
lowongan CPNS.

Kepala Bagian Ekonomi Set-
da Karangasem, I \Vayan Su-
trisna menegaskan, izin per-
tambangan baru beralih ke
provinsi mulai Oktober 2016.
Artiny4 sebelum resmi beralih
ke provinsi, izin masih bisa
dikeluarkan Pemkab Karan-
gasem. Katanya, 3l N{aret 2016,
baru sebatas peny'erahan P3D
kabupaten ke provinsi. Semua
yang berhubungan dengan us-
aha pertambangan diserahkan
ke provinsi. Termasuk dana
reklamasi sebesar Rp 2,I miliar
itu, juga diserahkan ke provinsi.
Didampingi Kasubag Pro-

duksi Daerah, Dewa Gede
Agung Pemayun, Sutrisna
menyebutkan, iumlah usaha
galian C di Karangasem, men-
capai BG perusahaan. \{irisnya,
sebanyak52 di antaranya, tidak
mengantongi izin. Rinciannya,
di Kecamatan Kubu sebanyak
37 perusahaan, Rendang (3),
Selat (18), dan Bebandem (29).

"Nanti, perusahaan yang ti-
dak mengantongi IUP menjadi
kewenangan provinsi, ditindak
atau bagaimanaj' tegas Sutrisna.

dengan yang dilakukan Pefnkab
IGrangasem selama ini. Sdfng-
ga tak ada celah pengusaga na-
kal, melakukan penambdngan
illegal. "Iangan sampai, s{telah
izin diambil alih provinsilpen-
gawasan malah longgar. Inlkami
tidak setuju," pungkas Arliana.
(kadekmertawan/yor) 

f

fika pemerintah tak mfrnper-
soalkan izin dikeluarkan flrovin-
si. Namun tak demikian dpngan
pengusaha. Seperti diakui salah
seorang pengusaha gali{n C, I
Gede Ariana. Pihaknya fustru
khawatit bahwa izin di{eluar-
kan Pemprov Bali, bakal fnem-
buat pengusaha ribet, d+ jauh
mengurus izin. Untuk itulwakil
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Terdakwa
Korupsi

IHDN Baral
Disidang
Lantaran tak

didampingi kuasa
hukum, terdakwa
korupsi di Institut

Hindu Dharma
Negeri (tHDN)

, Denpasar, Ketut
Sukarsana, batal

. _ 
jalanisidang

dakwaan di Pen-
gadilan Tindak
Pjdana Korupsi
(Tipikor) Den-

. pasar, kenrarin.
Akhirnya

hakim ketua
Wayan Sukanila

menunda sidang
dan akan men-
caraikan kuasa

hukum.(artldjo)
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